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PENETAPAN
Nomor 758/Pdt.G/2021/PA.Stb

(e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Paya Rengas, 05 April 1982,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di d/a
Kasrun di Kabupaten Langkat, sebagai

Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Paya Regas, 19 Oktober 1989,
agama lIslam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak
tertanggal 05 April 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:
758/Pdt.G/2021/PA.Stb, 05 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Mei 2008
di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxx
tanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

dirumah peninggalan orang tua Pemohon dialamat Pemohon tersebut di
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atas selama 9 (sembilan) tahun, kemudian pada tahun 2017 Pemohon
dengan Termohon tinggal di perumahan KPR di alamat Termohon tersebut
di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai
keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
1) ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun;
2) ANAK I, perempuan, umur 3 tahun;
4, Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada
awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016
antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dalam rumah
tangga disebabkan karena :
- Termohon merasa kurang tercukupi dengan keuangan yang
Pemohon berikan sedangkan Pemohon telah berusaha untuk
memenuhinya;
- Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai
seorang suami dan kepala rumah tangga dengan sering membantah
perkataan maupun nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon untuk
merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik sebagai seorang istri dan ibu
rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga perselisihan dan
terus terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2021, dimana Kketika itu
Pemohon mengingatkatkan Termohon untuk jangan terlalu egois sebagai
seorang istri dan lebih menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga,
tetapi Termohon tidak terima dan malah memarahi Pemohon, pada saat itu
juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon sekarang
tinggal dengan abang kandung Pemohon yang bernama Kasrun di alamat
Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dan Termohon

belum pernah bercerai;
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7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun
tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas
Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah
memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi
dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Caq.
Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk
menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon
selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

Primair :
a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
c. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
Subsidair :
Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan

supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Hakim bernama Drs. Darwin, S.H., M.Sy, sebagaimana
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laporan mediator tanggal 19 April 2021, upaya damai melalui mediasi tidak

berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan Pemohon agar
tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon
dan berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan secara tertulis di persidangan tanggal 24
Mei 2021 mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dengan Termohon
ingin berdamai dan akan membina rumah tangga kembali dengan rukun dan

harmonis;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak
Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal
66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat

berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Majelis
Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan,
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan

Termohon masing-masing hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh prosedur mediasi
dengan mediator Hakim Drs. Darwin, S.H., M.Sy. namun berdasarkan laporan
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mediator tanggal 19 April 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan
damai, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi
ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal
143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim kembali berusaha
secara maksimal mendamaikan Pemohon supaya rukun kembali untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dan
berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara tertulis di persidangan
tanggal 24 Mei 2021 mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dengan
Termohon ingin berdamai dan akan membina rumah tangga kembali dengan
rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut
perkara Nomor 758/Pdt.G/2021/PA.Stbh tanggal 05 April 2021, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering),
pencabutat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa perkara Pemohon dengan register Nomor 758/Pdt.G/2021/PA.Stb
tanggal 05 April 2021 dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
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2. Menyatakan perkara register Nomor 758/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 05
April 2021 dicabut oleh Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah,
S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan Nusra Arini,
S.H.I,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.
Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di
luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Siti Masitah, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Mirdiah Harianja, M.H. Nusra Arini, S.H.l, M.H.
Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 540.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
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Jumlah 'Rp 670.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)
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